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This study aims to analyze the legal provisions governing credit card
collection practices by banks through debt collector services and to
examine the forms of legal protection provided to customers against
collection actions that do not comply with applicable regulations. This
study is a normative legal study using a statute approach, which
examines the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHPdt),
the Indonesian Criminal Code (KUHP), PBI No. 23/6/2021, and
POJK No. 22/2023. It is supported by primary, secondary, and
tertiary legal materials analyzed qualitatively using deductive
reasoning methods. The results indicate that the use of debt collector
services has a legal basis through the authorization mechanism under
the KUHPdt and is permitted within the regulatory framework of Bank
Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). However,
their implementation is limited by provisions on collection ethics,
transparency obligations, and the principle of accountability, which
places the bank as the party remaining responsible for all collection
actions. This study also found that legal protection for customers is
available in the form of preventative protection through mandatory
information disclosure, ethical debt collection restrictions, and the
provision of a complaint mechanism. Repressive protection is
provided through administrative sanctions by the Financial Services
Authority (OJK) and criminal law enforcement against debt collection
actions involving violence, threats, or other legal violations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang
mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt
collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam
KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta
didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector
memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa
menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi Bl
dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika
penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang
menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab
atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan
bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk
perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi,
batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan,
dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK
serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang
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mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
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PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah mendorong peningkatan
penggunaan kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Kartu kredit adalah alat
pembayaran nontunai yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa
harus langsung mengeluarkan uang tunai. Bank sebagai penerbit kartu akan menanggung
sementara pembayaran tersebut, sehingga nasabah dapat membeli barang atau jasa terlebih
dahulu dan baru melunasinya kemudian sesuai dengan mekanisme pembayaran yang
disesuaikan.!

Meskipun model pinjaman seperti paylater dan pinjaman online semakin marak saat
ini, penggunaan kartu kredit tetap mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu
instrumen pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain kemudahan dalam bertransaksi, adanya program promo dan
diskon dari berbagai merchant, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan layanan pinjaman online. Selain itu kartu kredit juga memiliki jaringan pembayaran
yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga tetap menjadi pilihan utama
bagi masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan yang praktis.>

Di sisi lain, tidak semua layanan pinjaman online memiliki standar keamanan dan
kepatuhan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan risiko bagi penggunanya. Banyak
platform pinjaman online yang belum sepenuhnya terjamin regulasinya, bahkan beberapa di
antaranya beroperasi tanpa izin usaha di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
tahun 2025 telah mengidentifikasi dan merilis daftar ratusan platform pinjaman online ilegal
yang beroperasi tanpa izin.?

Sebaliknya, sistem kartu kredit telah diatur dengan mekanisme yang lebih terstruktur
dan melibatkan berbagai pihak dalam proses transaksi. Dalam penggunaannya, terdapat
empat pihak utama yang terlibat, yaitu penerbit kartu (issuer), pemegang kartu (cardholder),
pedagang atau pengusaha (merchant), dan pengelola transaksi (acquirer). Interaksi hukum
antara keempat pihak tersebut didasarkan pada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban

masing-masing. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit, maka secara
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hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan
yang telah disepakati.*

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), volume transaksi kartu kredit perbankan
selama semester [-2024 mencapai 218,03 juta transaksi, mengalami peningkatan sebesar
15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari segi nilai, transaksi
kartu kredit juga mengalami kenaikan sebesar 7,78%, mencapai Rp 210,2 triliun pada
semester [-2024. Selain itu, volume transaksi kartu kredit tercatat meningkat 16,33% secara
tahunan (year-on- year/YoY), dari 31,87 juta transaksi menjadi 37,07 juta transaksi. Sejalan
dengan peningkatan transaksi, jumlah kartu kredit yang beredar per Juni 2024 mencapai 18
juta kartu, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat
sebanyak 17,59 juta kartu.’

Namun, peningkatan jumlah transaksi kartu kredit juga disertai dengan kenaikan
tingkat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) pada segmen kartu kredit perbankan.
Hingga September 2024, NPL kartu kredit mengalami pertumbuhan tahunan (year-on-
yvear/YoY) sebesar 10,78%, dengan total nilai mencapai Rpl,70 triliun, dibandingkan
Rp1,53 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada
bank swasta nasional, di mana NPL kartu kredit naik sebesar 21,65% YoY menjadi Rp1,18
triliun. Sementara itu, bank milik negara (BUMN) juga mencatat kenaikan NPL sebesar
14,38% YoY, mencapai Rp517 miliar dibandingkan Rp452 miliar pada periode yang sama
tahun sebelumnya.® Akibat kenaikan NPL berdampak pada konsekuensi hukum
bagi nasabah, terutama terkait kewajiban pelunasan utang kepada bank sesuai perjanjian.
Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, bank sebagai kreditur berhak
menempuh langkah hukum untuk menagih kewajiban debitur.

Umumnya, proses penagihan kartu kredit sering kali tidak dilakukan langsung oleh
pihak bank, melainkan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector (tenaga penagihan). Akan
tetapi hingga saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai peran dan mekanisme kerja debt collector dalam menagih utang,
termasuk prosedur komunikasi dengan debitur maupun tata cara penagihan secara langsung.
Debt collector bertindak atas dasar kuasa yang diberikan oleh kreditur, yaitu lembaga
keuangan atau pembiayaan, untuk menagih utang kepada debitur. Dasar hukum pemberian
kuasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPdt), khususnya Pasal 1793, yang menggarisbawahi bahwa kuasa dapat diberikan dan

diterima dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, maupun secara lisan.” Ketentuan
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ini dipandang penting bagi debt collector karena menjadi dasar hukum pemberian kuasa dari
kreditur kepada mereka untuk melakukan penagihan utang, sehingga dengan adanya
ketentuan ini, debt collector dapat bertindak atas nama kreditur berdasarkan perjanjian
kuasa yang sah.

Permasalahan dalam sistem kredit sering kali muncul akibat ketidakmampuan nasabah
dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat kredit
diberikan. Salah satu kewajiban utama nasabah adalah membayar tagihan atas dana yang
digunakan. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, kredit akan dikategorikan sebagai kredit
macet. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penurunan ekonomi nasabah, yang
menghambat kemampuannya melunasi kredit tepat waktu.

Pada dasarnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam penggunaan kartu
kredit merupakan hubungan perdata yang didasarkan pada perjanjian, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1313 KUHPdt yang menyatakan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Dan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat
layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini dikenal sebagai asas pacta
sunt servanda dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt, yang menyatakan bahwa: “Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Ketentuan dalam Pasal 1313 dan 1338 KUHPdt menimbulkan konsekuensi hukum,
yakni bahwa setiap hak dan kewajiban yang timbul antara nasabah pengguna kartu kredit
dan pihak bank berdasarkan perjanjian yang disepakati memiliki kekuatan mengikat yang
setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, segala hal yang tertuang dalam perjanjian
tersebut harus dipenuhi dan diselesaikan oleh para pihak yang terlibat.’

Dalam konteks perjanjian tersebut, pemenuhan kewajiban oleh nasabah, termasuk
pembayaran utang kartu kredit, menjadi hal yang harus diperhatikan. Namun, dalam
praktiknya, mekanisme penagihan oleh bank tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban antara
bank dan debitur nasabah berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk mengatur mekanisme penagihan kartu kredit yang dilakukan oleh bank melalui
jasa penagihan pihak ketiga, bank diwajibkan untuk memastikan bahwa tenaga penagih
mematuhi ketentuan etika dalam proses penagihan. Ketentuan tersebut antara lain diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa
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Pembayaran (PBI No. 23/6/2021), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.
22/2023).

Aturan dalam PBI dan POJK tersebut menekankan kreditur untuk mematuhi prinsip-
prinsip etika dalam proses penagihan utang kartu kredit. Dalam hal ini, kreditur diwajibkan
untuk menjalankan proses penagihan dengan cara yang etis, tanpa menggunakan ancaman,
tindakan kekerasan, atau metode lain yang dapat merendahkan martabat debitur.

Namun, pada tataran implementasi, meskipun regulasi telah diterbitkan, masih terdapat
berbagai kendala. Banyak kasus menunjukkan bahwa debt collector masih melakukan
penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penagihan utang oleh
debt collector sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum dan etika, sehingga
menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Beberapa di antaranya mencakup intimidasi,
ancaman, pelecehan, serta pelanggaran privasi terhadap nasabah. Bahkan, dalam beberapa
kasus, debt collector tidak segan menyita barang berharga milik debitur secara paksa sebagai
bentuk pelunasan pinjaman. Selain itu, mereka kerap mendatangi tempat kerja debitur dengan
tujuan memberikan tekanan psikologis dan mengganggu aktivitasnya agar segera melunasi
utang. Tidak jarang pula terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses
penagihan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.!® Hal ini
menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan serta perlindungan hukum bagi
nasabah yang menjadi korban praktik penagihan yang tidak etis.

Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada dua hal, yaitu menganalisis
bagaimana regulasi yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa
pihak ketiga yaitu debt collector, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang
tersedia bagi nasabah dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah kartu
kredit serta mendorong

praktik penagihan yang lebih transparan, etis, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada
analisis perlindungan hukum bagi nasabah terhadap praktik penagihan kartu kredit oleh bank

melalui debt collector yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian dilakukan
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melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder tanpa melibatkan

penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

(statute approach), dengan menelaah regulasi yang relevan untuk memahami dasar filosofis,

tujuan pembentukan hukum (ratio legis), serta menilai kecukupan pengaturan hukum dalam
memberikan perlindungan kepada nasabah.

Sumber penelitian berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait, seperti KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank
Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder mencakup karya
ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan serta
menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai alat
bantu, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep hukum
yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran
daring untuk memperoleh referensi yang relevan secara efisien. Analisis data dilakukan
secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan pendapat ahli untuk menilai
efektivitas pengaturan hukum terkait penagihan kartu kredit. Penarikan kesimpulan
menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip dan ketentuan hukum
umum untuk diterapkan pada kasus konkret penagihan oleh debt collector, sehingga dapat

diketahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Praktik Penagihan Kartu Kredit oleh

Bank Menggunakan Jasa Debt Collector

Penggunaan jasa debt collector oleh bank dalam penagihan kartu kredit pada dasarnya
memiliki landasan hukum meskipun belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam
satu regulasi tersendiri. Praktik ini berangkat dari hubungan hukum antara bank sebagai
kreditur dan nasabah sebagai debitur, di mana bank dapat melimpahkan kewenangan
penagihan kepada pihak ketiga melalui mekanisme pemberian kuasa. Legalitas penggunaan
debt collector tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan
ketentuan dalam KUH Perdata, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) yang membatasi ruang lingkup, standar, dan tanggung jawab penagihan.
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Dalam perspektif KUH Perdata, hubungan antara bank dan debt collector merupakan
hubungan pemberian kuasa (lastgeving) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793
KUHPerdata. Melalui pemberian kuasa, debt collector bertindak atas nama dan untuk
kepentingan bank, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam batas kewenangan
mengikat dan menjadi tanggung jawab bank. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan bentuk
formal tertentu dalam pemberian kuasa, sehingga perjanjian kerja sama di bawah tangan tetap
sah secara hukum. Namun demikian, keabsahan perdata ini tidak serta-merta memberikan
kebebasan mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus tunduk pada ketentuan khusus di sektor
jasa keuangan.

Dari perspektif PBI No. 23/6/PBI/2021, legalitas penagihan kartu kredit melalui debt
collector diatur secara lebih tegas dan bersyarat. Pasal 191 menegaskan bahwa bank wajib
mematuhi pokok etika penagihan utang serta memastikan bahwa penagihan oleh pihak ketiga
dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dengan kualitas yang sama seperti penagihan internal
bank. Penggunaan debt collector hanya diperbolehkan untuk kredit dengan kualitas
“diragukan” atau “macet”, sehingga tidak dibenarkan digunakan untuk keterlambatan ringan.
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada bank, dan setiap
pelanggaran oleh debt collector dipandang sebagai pelanggaran bank.

Selanjutnya, POJK No. 22 Tahun 2023 memperkuat aspek perlindungan konsumen
dengan menempatkan bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan nasabah
sebagai konsumen. Regulasi ini secara eksplisit memperbolehkan bank bekerja sama dengan
pihak ketiga dalam penagihan, sepanjang hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian
tertulis dan pihak penagih memenuhi persyaratan berbadan hukum, berizin, serta memiliki
sumber daya manusia yang tersertifikasi. Pengaturan ini bertujuan menjamin profesionalitas,
kompetensi, dan etika dalam pelaksanaan penagihan, sekaligus mencegah praktik penagihan
oleh pihak yang tidak resmi atau tidak kompeten.

Secara keseluruhan, legalitas penggunaan debt collector oleh bank bersifat terbatas dan
bersyarat, bukan absolut. Bank tetap memikul tanggung jawab penuh atas setiap tindakan
penagihan yang dilakukan atas namanya, termasuk kewajiban pengawasan, evaluasi berkala,
dan perlindungan nasabah dari tindakan yang melanggar hukum atau etika. Dengan kerangka
ini, penggunaan debt collector hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai ketentuan
KUH Perdata, PBI, dan POJK, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, keadilan, dan

perlindungan konsumen.
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B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Penagihan Kartu
Kredit yang Tidak Sesuai Ketentuan

Perlindungan hukum preventif bagi nasabah merupakan mekanisme hukum yang
bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa atau kerugian muncul.
Dalam konteks perbankan, perlindungan ini berfungsi menjamin agar nasabah tetap
terlindungi dalam setiap tahapan layanan, termasuk dalam proses penagihan kartu kredit.
Perlindungan preventif menjadi penting karena diberikan sejak awal melalui pengaturan
standar, etika, dan kewajiban administratif yang harus dipatuhi bank, sehingga potensi
penyimpangan penagihan dapat dicegah sebelum berdampak merugikan nasabah.

Salah satu bentuk utama perlindungan preventif diatur dalam Pasal 60 POJK No. 22
Tahun 2023 yang mewajibkan bank memberikan surat peringatan kepada nasabah yang
melakukan wanprestasi. Surat peringatan ini bersifat wajib dan harus disampaikan sebelum
penagihan lanjutan dilakukan. Ketentuan ini memastikan bahwa penagihan tidak dilakukan
secara mendadak atau sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan yang terukur dan
beriktikad baik, sehingga nasabah memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami dan
menyelesaikan kewajibannya.

Surat peringatan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan transparan,
meliputi tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, outstanding pokok utang, manfaat
ekonomi pendanaan, serta besaran denda atau ganti rugi. Kewajiban penyampaian informasi
ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan nasabah agar tidak
terjadi kesalahpahaman atau manipulasi dalam proses penagihan. Transparansi ini juga
berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap penagihan yang tidak wajar dan memastikan
bahwa setiap tambahan biaya dikenakan sesuai perjanjian dan ketentuan hukum.

Selain kewajiban surat peringatan, perlindungan preventif juga diperkuat melalui
kewajiban bank menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, gratis, dan responsif.
Mekanisme pengaduan ini memberi ruang bagi nasabah untuk menyampaikan keberatan atas
tindakan penagihan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batas waktu
penyelesaian yang jelas, dokumentasi pengaduan, serta kewajiban bank memberikan
tanggapan, mekanisme ini berfungsi sebagai alat koreksi dini untuk mencegah eskalasi
konflik dan tindakan penagihan yang melanggar etika

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus
M. Hadjon dan Muchsin, perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan pelanggaran

melalui aturan yang jelas, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Ketentuan dalam POJK
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No. 22/2023 mencerminkan pendekatan ini dengan menempatkan prinsip kehati-hatian,

iktikad baik, dan keseimbangan posisi para pihak sebagai dasar penagihan. Dengan demikian,

perlindungan hukum preventif tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjadi wujud

kehadiran negara dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak nasabah sejak sebelum

terjadinya pelanggaran.

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Penggunaan debt collector oleh bank sah secara hukum karena didasarkan pada
mekanisme pemberian kuasa dalam KUHPdt, namun pelaksanaannya dibatasi
ketat oleh PBI No. 23/6/2021 dan POJK No. 22/2023. Regulasi tersebut
mewajibkan bank memastikan bahwa penagihan, baik oleh internal maupun pihak
ketiga, dilakukan sesuai etika penagihan, hanya untuk kredit berkategori
diragukan atau macet, dan dengan kualitas perilaku yang setara dengan penagihan
oleh bank sendiri. Bank juga wajib membuat perjanjian tertulis, memastikan pihak
ketiga memiliki izin dan sertifikasi, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh
tindakan debt collector. Dengan demikian, legalitas penggunaan debt collector
bukan bersifat bebas, tetapi sangat terikat pada standar etika, batas kewenangan,

dan prinsip perlindungan nasabah.

. Perlindungan hukum bagi nasabah diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan

represif. Secara preventif, nasabah dilindungi melalui kewajiban bank
memberikan surat peringatan berisi informasi lengkap tentang kondisi tunggakan,
penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses, serta adanya batasan perilaku
dan etika penagihan yang wajib dipatuhi oleh bank dan debt collector. Secara
represif, nasabah dilindungi melalui kewenangan OJK menjatuhkan sanksi
administratif, mulai dari peringatan, pembekuan layanan, denda hingga Rp15 miliar,
sampai pencabutan izin usaha, apabila terjadi pelanggaran penagihan. Selain itu, nasabah
dapat melanjutkan sengketa ke OJK, LAPS SJK, atau pengadilan ketika penyelesaian
internal tidak memadai. Perlindungan represif juga tersedia melalui upaya hukum pidana
apabila debt collector melakukan penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, kekerasan,
pemaksaan, atau perampasan barang. Rangkaian mekanisme ini memastikan bahwa
nasabah mempunyai jaminan perlindungan konkret ketika menghadapi penagihan yang

tidak sesuai ketentuan.
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